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Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomeor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkan lainnya. Badan
Pemeriksa Kevangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemenntah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, vang terdin dan MNeraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan
COperasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kesesuaian laporan
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intemn.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kudus TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat
“Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan penckanan suatu hal tentang Aset Lainnya
n!:_m'h harus dilengkapi dengan bukti-bukti penyerahan aset secara tertulis agar dapat
diproses penghapusannya.

2. Sistem Pengendalian Intern
| BPK mm:mulmn adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam
penyusunan laporan keuangan, antara lain:
1) an AaﬂTﬁnp belum sepenuhnya memadai, yaitu adanya perbedaan
mﬁlmmmllnstlmhjihn berdasarkan SK Jalan Tahun 2015 dengan KIB A
Dinas PUPR, terdapat bangunan yang dicatat dengan nilai tidak wajar, bangunan
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melakukan pengihontlikasinn aset fep godvng dan banginm yang dwatat secam
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e} khepala  Dhnas  PUPR  wnduk monginstroaksihan Ponguras  Mirang  uniuk
mvelukukan pomutakbioan poncatabon B DY bevddismrkan dotn b v ada

d) hepala  [hinas PRPLEL  Sokeetaris DR, kepaln Dioas Pood ki
Kopemuodaon  dan Clahraga, dan Kepaln Dines Koasipun din Parpustak i
untuk mengimstruksikan Penguis g malankikan penoniatan buku sosai
piannndih el ot bk
Hujmln Dinay Teongn Wera,  Perilistein, hopainst dan VKM uniuk
ienelaphnn status ponumsann dan pomipiimn araing ovihik diverab yvame velah
habis mmsa plogam pakninyva sebeswe Kp ol miliar, .
Kepala Dinas Pertaninn din Pangan, seris Repali Dions PUPR aoiuk
melenghapl Berita Acavn Seral Vepma Davang v amgg dibibalkan

J. Kepatuhun Terbadup Ketentuwan Peraturan Pevandang wndangan

BEK jugn menemukan adanya kotidak pataling ferhadag poratmn peramdang
undangan dalom peogelolan kenangan daerh, auntam i

1) Terdapat Subyek Pajak yang momenuh| et bl tordanflar sebagng Wagib

Pajak Dacrab, disntamnyn tordapat pongusabia pemasang ek lume vang thlak
terdaflar sebagai Wajib Pajak Reblume, werdapat Tengusabin Restoran bl
terdallir sobagai Wajib Pajak Restoran, dan e lobamn PIVEL IMILY dan TR
b lum terintepgrisi;
Pelaksanaan wjub paket pokerjamn psdin tign OPDY ddak sosint ket
pengadinan barng/)usa, borupa pelaksanman paket pokerinnn Peibainginen 51
Kawasan Colo tidak bordasarkan perenoanann v meroadah, dan keloblbu
pretnbayuran utis enuaim paket pokedjann pada Dinas PUPR, Dinas Podagmngan, dan
Dinns Pendidikan, Kepemudamn,dan Wahirngn sebesar 146,89 (uia
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Rerdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati
Kudus ngar memerintahkan kepada:

1} a) Kepala BPPKAD untuk melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak

=N
| Reklame secarn rutin serta menctapkan Pajak Reklnme minimal sebesas .
Rp70,62 juta atas penyelenggaraan reklame, ¢
b) Kepala BPPEAD untuk menetapkan penyelenggara Reklame dan Pengusahu
e Restoran yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak Daerah;
@ ¢) Kepala BPPEAD untuk berkoordinasi dengan DPMP I.Hi' dalam mewujudkan
pengelolaan IMB, PBB dan BPHTB secara lennlegras _
2) a) Kepala Dinas Pekegaan Umum dan  Penataan Ruang, Kepala LDinas
Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk
menginstruksikan PPKom kegiatan agar mempertanggungjawabkan kelebthan
pembayaran sebesar Rpl 46,89 juta;
b) Kepala Dinas Perdagangan untuk menginstruksikan PPKom memantau
pelaksanaan perbaikan oleh pelaksana selama masa pemeliharaan ats
kegagalan bangunan berupa kerusakan sebesar RpZd7.55 juta, atau potensi
' kerusakan lainnya;
¢) Kepala Dinas Perdagangan menggunakan pihak yang kompeten untuk
melakukan penilaian kualitas bangunan keseluruban termasuk bangunan yang
diperbaiki, bahwa bangunan tersebut telah/belum memenuhi persyaratan
kualitas bangunan, terutama kekuatan struktur dan talud.
Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, vaitu
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomaor
48A/LHP/BPE/X VL SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor
A8B/LHP/BPE/XVIIL.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemenksaan atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 483C/LHP/BPE/XVIILSMG/052018
masing-masing bertanggal 22 Mei 2018,

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004, jawaban atau
penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima,

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;

2 Auditor Utams KN V BPK;

3. Inspektur Utama BPK;

4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
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